


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah (LemBaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor A mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo )

6. Undang-Undang Nomo Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peratur: ndang-Undan (Lembaran
Negara Republik In a Tahun 2 omor 82.
Tambahan Lembar ara Republi esia Nomor

5234);

7. Undang-Un mor 1 Tabu 13" tentang Lembaga
Keuangan (Lembaran Ne Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12. T an Lembaran Negara

donesia Nomor 5394);

o 3 ‘Tahut. '~ 2014 ' tentang
aere (Lembaran Negara Republik
@ omor 244, Tambahan Lembaran
egara Republik|Intefiesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah bebera ali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- g Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indon Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5679);

ang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

dministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601});

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3549);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor
4505) sebagaimana telah diu dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah omor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republi

nesia Nomor .
15. Peraturan Pemerint or: A7 Tah tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomo ahun 2008
tentang Usah o, Kecil dan ngah (Lembaran

Negara Rebuplik\In@06nesia Tahun

16. Peraturan Presiden Nomor 2 T
Penj :

17. Pe Presiden m 87 Tahun 2014 tentang

an Pelaksanadi ndang-Undang Nomor 12 Tahun

% tentang E ntukan Peraturan Perundang-

ufidangan (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199

18. Peraturan teri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor, er/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan
Kop rita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
N 1%89);

» Pérafiran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

%J or 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan

apat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1498);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 07);



Menetapkan

22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor
24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim dengan :
1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalahNkepala daerah s ai unsur
penyelenggara Pemeri Daerah ¥ emimpin
pelaksanaan  urus merintahan menjadi
kewenangan daerah oto

3. Walikota adal ikota Metro. &

4. Dewan Perw Rakyat Daerah elanjutnya disebut
DPRD adal lembaga perw akyat daerah yang
berke an’ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daer ta Metro.

asi Perangkat D&erah yang selanjutnya disebut OPD
unsur pembdrt alikota dan Dewan Perwakilan
penyelenggaraan Urusan

6. Dinas adalah ‘organisasi perangkat daerah yang
menyelen an dan bertangggung jawab terhadap
urus rintahan di bidang koperasi.

7. Kepdla as adalah kepala organisasi perangkat daerah
yang ‘menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap
san pemerintahan di bidang koperasi.

l;‘;turan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.

8!
9, eraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.

10. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu
secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi
kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui
usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan asas
kekeluargaan.

11. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut
kehidupan Koperasi.

12. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang perseorangarn.



i3.

i4.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26,

27.

28.

29,

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
badan hukum Koperasi.

Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam
memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.

Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan
hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan
ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat
pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.

Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan
koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah
tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan
atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan
pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran
koperasi.

Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau tar sebagai Notaris
Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

Pendiri adalah orang-orang atau bebera erasi yang memenuhi
persyaratan keanggotaan dan menyat irijmenjadi anggo a hadir
dalam rapat pembentukan.

Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas ada elengkapan

organisasi koperasi, yang diberi kyasaoleh anggota a

melaksanakan pengawasan dan pe saan terhada erasi.

Pengurus Koperasi yang selan% disebut Pen

organisasi koperasi yang diberi

untuk melaksanakan keg operasi seh ari

Pengelola Koperasi se fhya disebut Béngefola adalah pengelola kegiatan
sa oleh pengurus.

dalah perlengkapan

sa oleh anggota atAu rapat anggota koperasi

Pejabat Pengawas Koptrasi Daerah y
adalah Aparatur Sipil Negara pad
kewenangannya atas usul Kepala Din

jutnya disebut Pejabat Pengawas
yang diangkat oleh Walikota sesuai

Anggota Koperasi selanjutn isebut anggota adalah orang seorang atau
badan hukum koperasi otonom yang bergabung secara sukarela dan
telah memenuhi syare%&1 taan sesuai anggaran dasar.

Calon Anggota ad
menerima pelay:
sebagai anggota

g seorang atau badan hukum koperasi yang telah
koperasi tetapi belum memenuhi semua persyaratan

(e
o

Rapat Anggota alah perangkat organisasi Koperasi yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan olch Pemerintah
dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang
kondusif bagi Koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu
memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri
serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.

Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit,
sarana dan sumberdaya manusia.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44,

Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus
dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah
dilaksanakan oleh koperasi.

Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam
rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan
pemberdayaan Koperasi.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang
atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan
permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib disimpan secara berkala
oleh Anggota kepada Koperasi.

Simpanan Sukarela adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari
Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

Simpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada
Koperasi untuk tujuan khusus.

Simpanan penyertaan adalah simpanan anggota/calon ota kepada Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang ditarik b perjanjian yang
disepakati.

Hibah adalah pemberian uang dan/atau baran; Koperasi tanpa imbalan
jasa.

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang\di roleh dari peg Surplus
Hasil Usaha untuk pemupukan modal ata entitup kerugian @ st

Pinjaman adalah penyediaan uang\ oleh Koperasi S injam kepada
Anggota sebagai peminjam kan perjanji g mewajibkan
peminjam untuk melunasi dalafiy waktu terten membayar jasa.
Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun menyalurkan dana dari
dan untuk Anggota.

Hasil Usaha adalah tan Koperasi satu tahun buku setelah
dikurangi biaya.

Dewan Koperasi ’@ csia Daerah ad@ ofganisasi yang didirikan dari dan

oleh Gerakan Kopera$Si untuk mem
aspirasi Koperasi di daerah.

Hari adalah hari kalender.
Penyidik adalah Pejabat Pgli
yidikan.

Negeri Sipil tertentu ya @
BAB II

Undang untuk mels
6 DASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

kan kepentingan dan menyalurkan

egara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
ri tugas dan wewenang khusus oleh Undang-

Koperasi di Kota Metro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
~ Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman
mengenai tatacara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran
dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian, pembubaran koperasi,
pemberdayaan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, serta segala hal ikhwal yang
terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian di Kota Metro.

BAB III
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran

Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempe i alitas kehidupan
manusia dan masyarakat;

atan dan ketahanan
guru;
gkan perekono nasional

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai da
perekonomian nasional dengan Koperasi seba;

d. Berusaha untuk mewujudkan dan meng

yang merupakan usaha bersama be atas asas aan dan
demokrasi ekonomi.

e. Sebagai mitra pemerintah dal ka mempercepat urunan tingkat
kesenjangan sosial dan ekonomi, Mewujudkan kead sial dan ekonomi,
turut meningkatkan pelua;?rapangan kexy rta meningkatkan
pembangunan berkelanju

i

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Kogerasryang meliputi :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dan pengendalian oleh anggota dilakukan secara demokratis;
c. Otonomi dan keman
d. Partisipasi ekono ta; dan
e. Pembagian si< hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya ja masing-masing anggota.
(2) Dalam mengem an Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip

Koperasi sebagai berikut :

a. Pendidikan perkoperasian;

b. Kerja sama antarkoperasi; dan

c. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

BAB IV
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Bentuk Koperasi
Pasal 7

(1) Koperasi di Daerah berbentuk :
a. Koperasi primer;



(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

b. Koperasi sekunder.

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang
perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota
sebagai modal awal Koperasi.

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus badan hukum setelah
akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM atau pejabat yang
berwenang.

Bagian Kedua
Kedudukan Koperasi

Pasal 8

Koperasi di Kota Metro mempunyai tempat kedudukan di Kota Metro sebagai
bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar.

Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Ang Dasar.

Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud p 1) sekaligus merupakan
kantor pusat Koperasi.

Koperasi mempunyai alamat lengkap di edudukanny?O

Dalam semua surat menyurat, pen uman yang dite oleh Koperasi,
barang cetakan dan akta dalam h erasi menjadi tu pihak, harus
disebutkan nama dan alamat le Koperasi.

%$~ KAN mxg:?gmn

c. Prinsip badan h
d. Prinsip mod dirt atau ekuitas.

Pembentukan koPerasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh)
orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;

b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga)
badan hukum koperasi;

c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan
memiliki kegiatan ekonomi yang sama;

d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa

dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan
Koperasi Sekunder;



(2)

(3)

(4)

(©)

(7)

(8)

©)

(1)

e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;

Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara
ekonomis kepada anggota;

g.  Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha
pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran
dasar;

h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok
dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan
usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat
pendirian koperasi.

Pasal 10

Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang
membahas semua hal yang berkaitan dengan :

a. Rencana pembentukan koperasi,

b. Nama koperasi;

c. Rancangan anggaran dasar koperasi;

d. Usaha koperasi; 0

e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan ebagi modal awal;

f.  Pemilihan pengurus; dan

g. Pemilihan pengawas.

Rapat sebagaimana dimaksud at (1) dalam @ntukan koperasi
primer dihadiri oleh sekuran gnya 20 (du luh) orang pendiri,
sedangkan rapat pembentukan erasi sekun diri oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) badan Hykum koperasi yang di i pengurus yang telah
diberi kuasa berdasark san rapat ota koperasi.

Rapat pemben si sebagaim aIksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang atau pa orang yan juk oleh para pendiri.

Rapat pembentukan sebagaim 1 sud pada ayat (2) menetapkan

anggaran dasar koperasi

Dalam rapat persiapan pem
koperasi terlebih dahuly
pemerintah maupun

kan koperasi dapat dilakukan penyuluhan
penyuluh perkoperasian baik dari instansi

Dalam rapat pembgn
ayat (2) dapat difiadini

Notaris sebagaim&ha dimaksud pada ayat (6) mencatat pokok—pokok hasil
pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam
akta pendirian.

Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
a. Berita acara rapat pendirian koperasi; atau

b. Notulen rapat pendirian Koperasi.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
dengan Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi yang
dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.



(2) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 12

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat sekurang-
kurangnya :
Daftar nama pendiri;

Nama dan tempat kedudukan;
Jenis koperasi;

Maksud dan tujuan;

Jangka waktu berdirinya;
Keanggotaan,;

Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
Permodalan;

Rapat anggota; @

Pengurus; 0
Pengawas; &
Pengelolaan dan pengendalian;

Bidang usaha,; %

Pembagian sisa hasil usaha;

- B R O - R o

e e T A
¥

P

1. Ketentuan mengenai pembubar yelesaian, dan usghya status badan
hukum; dan

0. Sanksi. 0
?“ Bagian Ke E
@ Penge

(1) Para pendiri koperasi atau kuasanyfmempersiapkan akta pendirian koperasi
untuk diajukan kepada Notarj

(2) Dalam penyusunan akta ian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat
berkonsultasi dengan ahli operasian yang didampingi oleh Notaris.

(3) Para pendiri kop tau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan
akta pendirian Ko secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui
Notaris.

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi
dengan :
a. Akta pendirian koperasi;
b. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
c. Surat bukti kepemilikan modal; dan
d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, dan

permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam Peraturan Walikota.



(1)

(2)

(3)
(4)

()

(1)

()

BAB VI
KEANGGOTAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu
melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama
dengan sesama anggota lain.

Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum
koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam
lingkup usaha koperasi.

Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Angg@

Bagian Kedua

Syarat Keanggotaal; IQ

Pasal 15

Untuk dapat menjadi anggota koperasj p , seseorang emenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia; &

b. Mampu melakukan perbu ukum;

c. Mempunyai kepentingan onomi yang s am lingkup usaha
koperasi;

d. Telah melunasi si pokok; v

e. Menyetujui % Dasar/An umah Tangga Koperasi yang
bersangkut

atau membubuhkan cap jempo daftar anggota; dan

g. Daftar anggota dapat @dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap
ohonan menjadi anggota yang ditandatangani

f. Telah terdaftar dalam buku %ﬂ ggota dan telah menandatangani

c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha
koperasi sekunder;

d. Telah melunasi simpanan pokok;

e. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder
yang bersangkutan;

f  Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani
atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan



(1)

(2)
3)

(4}

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

g. Daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap
melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani
atau dibubuhi cap jempol.

Bagian Ketiga
Calon Anggota

Pasal 16

Calon anggota adalah orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah
menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan
sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran,
tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak
memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.

Calon anggota memperoleh pelayanan yang s an anggota dari
koperasinya.

Pasal 17
Calon anggota sebagaimana dimaksud asal 16 men calon
anggota pada Koperasi Simpan Pinj t Simpan Pi@ dasarkan

peraturan perundang-undangan. &
Calon anggota sebagaimana di pada ayat ( jangka waktu 3
(tiga) bulan setelah melunasi si pokok dan_si wajib ditetapkan

menjadi anggota.

Warga Negara Indonesia dan Warga Ncgara Asing maupun masyarakat yang
ingin mendapat pelayanan dan enjadi anggota Koperasi dan tidak
sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rum %ga, dapat diterima sebagai anggota luar biasa
atau Anggota Belum Pen

Anggota Luar Biasasital, Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi
tidak mempunyai suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai
pengurus dan S.

Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh harus
dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Setiap anggota koperasi berhak :

a.

Menyatakan pendapat;



8

F R0 A

Memberikan suara dalam rapat anggota;

Memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat
anggota;

Meminta diadakan rapat;

Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
Meminta laporan perkembangan koperasi;
Mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
Melakukan pengawasan.

Pasal 20

Setiap anggota berkewajiban :

a.

b
c.
d

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
Mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggar: oleh koperasi;

Mengembangkan dan memelihara kebersam rdasarkan asas
kekeluargaan; dan

Membayar simpanan pokok dan simpanan wajjg‘ l

Bagian Keena O
Pemberhentian ta Q

21

Keanggotaan koperasi berakhir bi
a. Minta berhenti atas permint:

b. Diberhentikan oleh Peagurus;
c. Meninggal dunia; ds Q@
d. Koperasi bub

Dalam hal Anggo henti atas perminta sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, maka :

a. Anggota tersebut wajib mengaj

£ surat pengunduran diri yang ditujukan
kepada Pengurus Koperasi; dan

b. Pengurus mengabu engunduran diri tersebut setelah hak dan
kewajiban disele

S
Anggota diberhenti & Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b apabila :

a. Tidak lagi %1 hi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasdr;

b. Mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau
c. Merugikan koperasi.

Apabila Anggota koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan
berakhir.

Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada
ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.



(6)
(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

)

(9)

Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.

Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 22

Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu
dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus
harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.

Anggota yang diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaaan dalam Rapat Anggota
berikutnya.

Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaaan anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi
anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.

Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan mbelaaan anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anj ta gukuhkan keputusan

pengurus tersebut.
Bagian Ketu O
Perangkat O si
123 &
Perangkat organisasi koperasi ter 52
a. ?\

Rapat anggota;
b. Pengurus;

c. Pengawas.

Dalam melaks tugas dan i z, Pengurus Koperasi dapat
mengangkat Peng
m% 1

pat Anggota

sal 24
i @dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan
ertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis
kebijakan kopera pengurusan koperasi dan pertanggungjawaban pengurus
an usahanya.

Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.

Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus
dilaporkan kepada Walikota melalui dinas terkait.

Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi scbagaimana dimaksud ayat (3)
mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama,

kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Walikota
Metro.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.



Pasal 25

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota
berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem
perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2
Pengurus
Pasal 26

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dipilih dari dan oleh
anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah
gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(4) Tugas dan wewenang pengurus sesuai dengan gketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota s dicantumkan dalam
akta pendirian koperasi.

(6) Pengurus sebagaimana dimaksud pa 4y emahami
perkoperasian. %

(7) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/ it Simpan Pinjam ti leh merangkap
sebagai pengurus koperasi lainny

(8) Masa jabatan pengurus paling 5 (lima) tah apat dipilih kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(9) Pengurus dapat dibe@ sebelum b r%ya masa kepengurusannya
apabila :
a. Meninggald < §\
b. Berhalangan&; ‘ !
an koperasi,

c. Melakukan tindakan yang merugi
d. Mengundurkan diri.

ayat (8) huruf c dite elalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat
anggota.

(11) Perubahan ke%:

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan
pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

(10) Penetapan tindakan ys@igﬂ(&n koperasi sebagaimana dimaksud pada
san

koperasi dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 27

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ dipilih dari dan oleh
anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.



(2)

3)

(4)

©)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berjumlah
gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Tugas dan wewenang pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami
perkoperasian.

Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila :
a. Meninggal dunia;

b. Berhalangan tetap;

c. Melakukan tindakan yang merugikan koperasi;

d. Mengundurkan diri.

Penetapan tindakan yang merugikan koperasi seba a dimaksud pada

ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus isahkan dalam rapat
anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyar % tata cara pemilihan dan
pengangkatan pengawas diatur dalam An asar dan An Rumah

Tangga Koperasi.

28
Pengelola sebagaimane;@s d dalam Pasal 23 ayat (2) diangkat dan

diberhentikan oleh pen ?\
kerja pengelolaan koperasi

Pengangkatan p dalam konfthe

mendasarkan pa mbangan prof; @ itas dan kompetensi.

Tugas dan fungsi pengelola diteta d€ngan Keputusan Pengurus, meliputi
penjabaran pendelegasian tugas kewenangan pengurus yang bersifat
operasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan
pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Koperasi.

BAB VII
KEGIATAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan
bidang usaha yang dijalankan.



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(4)

Pasal 30

Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota
dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasararn, jasa, simpan
pinjam, serta bidang usaha lainnya.

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
tunggal usaha atau serba usaha.

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan pola pelayanan :
a. Konvensional; atau

b. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam
Pasal 31 :

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha |si pinjam/unit simpan
pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinja

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat di sebagai sal tau satu-
satunya kegiatan usaha Koperasi.
Koperasi yang melakukan kegia a simpan pinj &it simpan pinjam

wajib melindungi keamanan si Anggota.

Koperasi yang melakuk ia usaha simpan p /unit simpan pinjam
menetapkan perhitung a koperasi d$a~n besaran wajar dan sesuai

ketentuan. ?\
% Bagia g
Mo arasi
Pa

Sumber permodalan koperas \' asal dari modal sendiri dan modal luar.

Simpanan

Simpanan khusus;
Hibah; dan/atau

Dana cadangan.

o S8 ST s o o

Simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b merupakan komponen modal atau ekuitas yang dapat ditarik
hanya bila anggota memutuskan keluar dari keanggotaaan Koperasi.

Modal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
a. Anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;



Penerbitan obligasi;
Surat hutang koperasi;
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan dan perundangan.

R

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha
koperasi yang wilayah keanggotaanya berada dalam wilayah Kota Metro.

(2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Instansi
Pelaksana.

Bagian Kedua @
Ruang Lingkup Pengawasao
Pasal 34 %
Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian i operasi;
b. Pemantauan perkembangan koperasj sec berkala;

c. Pemeriksaan terhadap koperasi isdsi dan usahanya,
termasuk program pembinaan sesuai Stand asional Manajemen

dan Standar Operasional Prosedyr koperasi;

d. Pemeringkatan koperasi nilaian kesehatan Kopérasi Simpan Pinjam.

?\ Pasal 38
Pembinaan pelaksan%engenda]ian i @= terhadap koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dil dengan cara :

a. Meningkatkan efektifitas pelaksan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;

b. Meningkatkan efektivitas tu an fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
c. Meningkatkan efektivita dan fungsi pengawas ;

d. Meningkatkan efekti sisfem pengendalian internal;

e. Mendorong dilak ya pendidikan anggota;

f. Mendorong terjadi efisiensi biaya organisasi koperasi;

g. Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 36

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara :

a. Mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
b. Memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;

c. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.



Pasal 37

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢ dilaksanakan dengan cara :

a.

b
Ch
d
(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

)

(1)

Melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
Melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
Melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;

Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 38

Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan oleh Dinas
dengan membentuk tim pembina koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan
penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. @
Bagian Ketiga 0
Pelaksanaan Pengaw:
Pasal 39
Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejab gawas. O
Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud &éeyat (1) belum
terbentuk, maka tugas pengawas%&(sanakan oleh gejabat yang ditugaskan

oleh Dinas. k
Pejabat Pengawas sebagai a aksud pada ayat erwenang :

a. Menerima dan me poran kondisi @rganisasi usaha dan permodalan
koperasi;
b. Melakukan it\atau meminta r’ independen untuk melakukan

audit terhada’ mua dana,
catatan semua sumber info i

rharga, pembukuan, kertas kerja,
dimiliki dan dikuasai koperasi;

c. Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi,
apabila terdapat dug kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang
ditemukan bahwa k enjalankan usaha yang tidak sesuai dengan

asas-asas koperasi u melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan; &zh

d. Mengeluark
administr

untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan

Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan
rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 40

Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

()

(3)

(4)

(1)

Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala
Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN,
PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 41

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat

anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi,

dilengkapi dengan :

a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran @asar yang dibuat dan
ditandatangani oleh Notaris; dan

b. Notulen rapat anggota perubahan an asar koperasi yang

ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekrgt is/ salah seorang peserta
rapat dan Notaris, dengan melampir. tar hadir anggota yang
terdaftar dalam buku daftar anggota.
Perubahan anggaran dasar koperasi ﬁ@pat dilakuk a koperasi
sedang dinyatakan pailit. &
42
Materi perubahan angg da koperasi dapat yangkut beberapa hal
sesuai dengan kepentin kebutuhan ota.
Perubahan angg %J koperasi g éenyangkut perubahan bidang
usaha, penggab pembagian ko wajib mendapat pengesahan dari

Pejabat yang berwe g

Perubahan anggaran dasar koperasiyang tidak menyangkut perubahan bidang
usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis
kepada Pejabat yang berw!

Permohonan penges& bahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diaj% ara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
6 Bagian Kedua

Penggabungan
Pasal 43
Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima

penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan
oleh Notaris dengan melampirkan :

a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai

cukup;

b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil
penggabungan;

c. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima

penggabungan;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

d. Berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing

koperasi yang bergabung;

e. Anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan

Neraca awal koperasi hasil penggabungan.
Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh jenis koperasi yang sama, yaitu :

a. Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat
persetujuan rapat anggota.

b. Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan
Anggaran Dasar.

c. Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum
Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Peleburan

Pasal 44

Selain perubahan anggaran dasar karena pengga (dua) koperasi atau
lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu ukum koperasi baru.

ana dimaksu a ayat (1)
a dimaksud Pasal 13

Pengesahan akta pendirian koperasi baru
dilakukan sesuai dengan tata cara sepa
Peraturan Daerah ini dengan ditambah 1

a. 2 (dua) rangkap anggaran dagperasi, dan be

ai p;
b. Data akta pendirian dan an dasar koperast il peleburan;
c. Berita acara rapat pelebur: operasi;
d

Berita acara atau fpepfiyataan keputusan rapat anggota dari masing-

masing koperasi akukan pelebutam;

e. Anggaran dasama ari masing-masig perasi yang dilebur; dan
f. Neraca awal asi hasil pele
Koperasi yang melakukan peleb ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melakukan Rapat Anggota tuk memperoleh persetujuan tentang
peleburan koperasi. SF
Koperasi yang mel eburan, badan hukum bubar atau hapus dan
melaporkan kepada Pejabat’yang berwenang.

Bagian Keempat

Pembagian
Pasal 45

Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang

menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2)

disampaikan oleh Notaris, dengan melampirkan :

a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubabh, bermaterai
cukup untuk masing-masing koperasi;

b. Berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi
yang dibagi;

0

Neraca dari masing—masing koperasi yang dibagi;

d. Anggaran dasar asli koperasi yang dibagi;



e. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
Daftar hadir rapat anggota perubahan anggararn dasar pembagian koperasi;

g. Anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi
yang telah dibagi; dan

h. Nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.
(2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan status
hukum kelembagaan unit simpan pinjam.

(3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 46
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan : @
a. Oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat An «
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; @

¢. Oleh Pemerintah; dan/atau 0 O
d. Tidak melaksanakan Rapat Anggota Tah% Q

et A

Pembubaran rasi Oleh Angg
asal 47
Usul pembubaran Koperasi @(&m kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang
mewakili paling sedikit 1/ v erlima) dari j n;%&nggota.

(1) Undangan Rapat Anggota dalam s’ Pembubaran Koperasi dikirim oleh
Pengurus paling lama 14 (emp belas) hari sebelum Rapat Anggota
diselenggarakan.

(2) Rapat Anggota dalam r 2{ Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangga abila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh

paling sedikit 3/4 @ empat) jumlah Anggota.

a Pasal 49
(1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila
disetujui oleh paling sedikit 2/3 {dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.

(2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua Kreditur.

(3) Pembubaran Koperasi dicatat dalam buku daftar umum koperasi dan
dilaporkan kepada menteri dan dinas yang membidangi koperasi.



Paragraf 2
Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya
Telah Berakhir

Pasal 50

(1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau
membubarkan diri melalui Rapat Anggota.

(2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
berdiri, koperasi harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.

(3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan
jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 51

Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak m kan perpanjangan
sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar den dirinya dan harus
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang. 6

Paragraf 3

Pembubaran Oleh Peme n/atau

Tidak Menyelenggarakan ota Tahuna O
Pasal 52 Q

Koperasi dapat dibubarkan apabila :

a. Koperasi tidak memenuhi kete Peraturan Peru Undangan tentang
Perkoperasian dan/atau tidak m: aksanakan kete am Anggaran Dasar
Koperasi yang bersangkujie!

b. kegiatan koperasi ber % dengan kete umum dan/atau kesusilaan

yang dinyatakan bg keputusaf, pefigadilan yang telah mempuntai

kekuatan hukum @‘ '

c. Koperasi dinyatakal’ pailit berdas eputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap;

d. tidak melakukan Rapat Angggta Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
dan/atau gg%s
e. Koperasi tidak melak @ iatan usaha secara nyata selama (dua) tahun
berturut-turut terhi sejetk tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.
BAB XI
PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah mendukung pertumbuhan, perkembangan dan
pemberdayaan Koperasi di Daerah bagi kepentingan Anggota.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan penelitian Koperasi.

b. Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;

¢. Pembinaan dan penguatan kelembagaan, menajemen dan usaha.



Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
bimbingan bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi serta dan penelitian
tentang koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Paragraf 2
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 55

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana
dimaksud Pasal 53 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain
melalui :

a. Akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;

b. Akses sarana promosi dan pemasaran;
c. Akses bahan baku dan sarana produksi. 0

Pasal 56
(1) Pembentukan Badan Layanan Umum Dagr Perusahaap~Renjaminan
Kredit Daerah sebagaimana dimaksud d sal 55 huruf 2 aksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang- an.
(2) Ketentuan lebih lanjut menge i ta cara pem &an sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur % eraturan Wali 4
sal 57
(1) Pemerintah Daerah me b fasilitasi p saran hasil produksi koperasi
melalui promosi, pam kontrak da,
(2) Pemerintah Daer berikan fasili es ketersediaan bahan baku dan
sarana produksi. !
Paragraf 3
Pembinaan dan Pengua elembagaan, Manajemen dan Usaha

Q\ Pasal 58
(1) Pemerintah Daerah ﬁk akan pembinaan dan penguatan kelembagaan,
tuk menjamin kelangsungan koperasi.

manajemen dan u@
(2) Pembinaan dil@ an melalui Dinas, apabila dipandang perlu Walikota
dapat mengangka#’tenaga penyuluh koperasi dari Dewan Koperasi Indonesia

Daerah atau tokoh koperasi Kota Metro.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan
tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 59
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar
memiliki daya saing yang kuat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur déngan Peraturan Walikota.



(1)

(2)

(3)

(“4)

Setiap orang dilarang :

a.

b
c.
d

Pasal 60

Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan
peran Gerakan Koperasi.

Pada Tingkat Daerah, Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk organisasi/Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai wadah untuk
memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi
koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi di Daerah.

Wadah/dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :

a. Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi di
Daerah;

b. Melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan
prinsip Koperasi di Daerah;

c. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

d. Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi di Daerah;

e. Mengembangkan dan mendorong kerjasama an operasi dan antara
Koperasi dengan badan usaha lain;

Mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Koperasi di Daerah;
g. Menyelenggarakan komunikasi, forum d imgan kerja sama di bidang
Perkoperasian; dan O
h. Memajukan organisasi anggotanya. % %
Pembiayaan Dewan Koperasi dapat berasal dari ajib Anggota,
sumbangan dan bantuan yang ti ngikat, Hibah /atau perolehan lain
yang tidak bertentangan de% Anggaran Das /atau peraturan

LARANG

perundang-undangan.
O BAB XII ?\
% Pasal

Menjalankan koperasi yang tidak be&tatus badan hukum;
itan perkoperasian tanpa ijin usaha;

Menjalankan kegiatan yang O
Menjalankan kegiatan us %

Menguntungkan dig\send ri atau golongan atau orang lain dengan
memanfaatkan a ngatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan
kemudahan u;a; peroleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan

pan pinjam tanpa izin usaha; dan/atau

usaha, atau p barang dan jasa dari pemerintah yang diperuntukkan
bagi Koperasi.

Pasal 62

Setiap Pengurus dan Pengawas dilarang :

a.
b.

Memberikan informasi palsu atau laporan palsu atas kondisi Koperasi;

Menolak memberikan informasi atau menolak diperiksa oleh pejabat yang
berwenang; dan/atau

Memberikan informasi yang wajib dirahasiakan karena jabatannya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat
(2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pencabutan izin usaha koperasi; atau

d. Pembubaran koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDI

Pasal 64

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dili Pemerintah Daderah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik elakukan p
pidana di bidang koperasi, sebagaiman dimaksud dala

Hukum Acara Pidana.
Wewenang Penyidik sebagaim aksud pada aya

a. Menerima, mencari, mengumgpulkan dan men

berkenaan dengan ti pidana dibidang koperasi agar keterangan atau
laporan tersebut m ngkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, mengumpulkafi ketérangan mengenai orang pribadi
atau badan kebenaran atan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang

¢c. Meminta keterangan dan b ukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pid di bidang koperasi;

d. Memeriksa buku, cats dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang kogeras

e. Melakukan pen da¥hn untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan men lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan buki

f. Meminta an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang koperasi;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
koperasi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

3 Menghentikan penyidikan; dan/atau



3)

(1)

(2)

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturaan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 61 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangggaran.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-

SH)

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan :

a.

b

(1)

(2)

(4)

Koperasi sekolah yang ada di sekolah didaftarkan as yang
membidangi koperasi;

Akta pendirian dan anggaran koperasi seko i memerlukan
pengesahan dari pejabat sebag i iatur dalam P ran Daerah ini;
Dinas yang membidangi koperas wajib mendaftar si sekolah di wilayah

Kota Metro.

BAB XVII g [.
ENTUAN P
Pasal

Untuk tertib administrasi badan . Koperasi yang didirikan sebelum
tahun 2015 wajib melakukan pend an ulang paling lambat 2 (dua) tahun
Daerah ini.

Pendaftaran ulang seb
Pejabat yang berwen

a dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
dehgan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Foto kopi an sar koperasi;

Keputus ahan;

Laporan kin koperasi yang ditandatangani oleh pengurus;
Nomor Pokok Wajib Pajak;

Laporan keuangan,

SPT Pajak Penghasilan Badan terakhir;

® o a0 T

Daftar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.

Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau melalui sistem elektronik.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan aplikasi sistem elektronik dalam
rangka pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya lda_lam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal ¢ foruar 2018

WALIK METR
CONMA__{

ACH PAIRIN

TUTTCATIZICE NICTTO e ————
pada tanggal % %WU 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

AERAH KOTA METRO TAHU OMOR Z %O
(08/672/MTR/2018)

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOT@O, ROVINSI LAMP 2

LEMB



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR % TAHUN 2018

TENTANG

PERKOPERASIAN

1. UMUM

Kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan Daerah tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan yang harus
diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam
mewujudkan peran masyarakat sebagai pelaku utama mbangunan, maka
Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, mem , dan melindungi
serta menumbuhkg:mbangkan suasana dan iklim Yy, nunjang pelaksanaan

Dalam pembangunan perekonomian nasio

pembangunan di berbagai sektor, salah satunya se

keberadaan Kope@memegang
peranan penting sebagai basis utama u enggerakk: ekonomi
kerakyatan, termasuk di dalamnya pegciptagn lapangan y%l Perkembangan
koperasi dalam perekonomian nasioéerutama yan rskala mikro, telah

mencerminkan wujud nyata un ewujudkan keS§j raan masyarakat
tersebut.

Peningkatan daya sain erasi yang akan bagian integral dari
keseluruhan kegiatan ekon 1 daerah, m ebéradaan sebagai salah satu pilar
utama ekonomi nasfopal| harus mem kesempatan dan dukungan,
perlindungan dan penge angan seluas- sebagai wujud keberpihakan yang
tegas pada ekonomi kerakyatan %

Sebagai salah satu kewen
Undang-Undang Nomor 23
Pemerintah Daerah perlu
Koperasi sesuai deng
harapan dapat mem
masyarakat, anggo
selaku badan usaha.

014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
an secara tegas dan rinci pengaturan tentang
an dan karateristik daerah Kota Metro dengan
perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada
atau calon anggota koperasi maupun kepada koperasi

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang
profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan
prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti atau makna beberapa istilah yang digunakan
dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian
tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman
dalam penafsirannya.



Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jela

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)

Ayat (8)
Yang
disus
Pembua

S

©

%-év

Cukup jelas /&E

dengan Berita acara rapat adalah risalah rapat yang
a teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris
ta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
Yang dimaksud dengan Notulen rapat adalah laporan mengenai
jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh
pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat,

sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksu

pendapat anggota dapat dil

G

jumlah

proporsional terhadap
Dasar dan Anggar

menggunakan
menyalurkan a

Pasal 26

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Cukup jela@

t
1irasi

O
S

N

S
&

g

v

keﬁn koperasi tidak memungkinkan
penyelenggaraan rapat angg erjalan secara efektif, penyampaian
an melalui sistem perwakilan secara
anggota yang diatur dengan Anggaran
ah Tangga Koperasi. Apabila koperasi telah
yang memadai, anggota dapat
hak suaranya secara langsung.

informasi



Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Hurutf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan Standar Operasional Manajemen adalah
pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi
pengelolaan koperasi dibidang organisasi, ke mbagaan, usaha dan
pengelolaan keuangan.

Yang dimaksud dengan Standar Oper
pedoman operasional yang merupak njabaran lebih teknis dari

Standar Operasional Manajemen erisikan peraturan dan
kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur k@(operasi.

Prosedur adalah

Hurufd

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

i s
o

B
s ¥ X
J *_6\

Cukup jelas

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Cukup jelas /@;
Cukup jelas @

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas



Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jela

Pasal 61
Huruf a

K

Yang dimaksud dengan menjalankan koperasi yang tidak berstatus
badan hukum adalah praktek berkoperasi dengan menamakan
dirinya koperasi dan/atau menggunakan simbol-simbol koperasi
tetapi tidak berbadan hukum. Tidak termasuk dalam ketentuan ini
adalah kelompok usaha masyarakat atau yang dipersamakan
dengan itu yang tumbuh berkembang secara tradisional dan

merupakan bentuk kerukunan dalam kelompok terbatas.



Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang merugikan
koperasi adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita
acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)

Sebelum diberikan sanksi administrasi, Koperasi yang bersangkutan
masuk dalam Pengawasan Administratif. Yang dimaksud dengan
koperasi dalam pengawasan administratif adalah :

Ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 64
4 Pasal 65
Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

pembukaan kantor cabgd /atau izin lok&
Cukup jelas ?\

saha telah memiliki
pi tidak memiliki
nya;

memberikan layanan

@ g/kantor

eniperoleh izin

Sedang dalam pengawasan un t1
kepada anggota/calon anggotany:.

Khusus untuk KSP yang
cabang pembantu/kantor

Cukup jelas 0 s
Cukup jelas @E

Cukup jelas £
Cukup jelas QE

Cukup jelas é

Cukup jelas

Z

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....



